Modul:

UNSUR-UNSUR DAN ASPEK-ASPEK NEGARA
A. Terbentuknya Sebuah Negara
Terbentuknya negara secara primair, menurut teori Primaire Staat Wording, meliputi tahap-tahap genootschap, rijk, staat, dan democratische natie. Teori ini melihat negara dari sisi proses terbentuknya, yakni sejak ia merupakan kelompok manusia yang terjadi karena adanya kesamaan-kesamaan tertentu sampai dengan terbentuknya negara modern sebagaimana dikenal sekarang ini. Pada tahap pertama, yakni tahap yang disebut genootschap, terbentuknya kelompok manusia disebabkan karena adanya kepentingan yang sama. Hal ini terjadi ketika manusia mulai mendiami suatu kawasan atau wilayah tertentu secara tetap, tidak seperti sebelumnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain (nomaden).

Kepentingan bersama tersebut muncul setelah manusia mendiami kawasan tertentu secara menetap. Ketika itu anggota di dalam suatu kelompok dianggap sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kepentingan bersama dilakukan secara bersama-sama secara gotong-royong. Suatu cara yang dilakukan oleh karena ketika itu ikatan kelompok masih sangat kuat. Ketika ikatan kelompok mulai berkurang, individualisme mulai menghinggapi perasaan anggota, gotong royong berganti saling tolong menolong. Kepemimpinan di dalam kelompok itu terjadi secara alamiah berdasarkan siapa yang terkuat atau terkemuka (primus inter-pares). Pada tahap ini masyarakat hanya ada satu macam saja, homogen. Tidak ada lapisan lain, yakni lapisan masyarakat yang berkuasa. Belum ada fungsi kekuasaan yang terorganisasi. Tahap ini merupakan tahap permulaan terbentuknya negara.

Tahap kedua, tahap yang disebut rijk, tumbuh kekuasaan memimpin yang lain seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat serta makin meluasnya kawasan yang ditempati. Ketika itu mulai tumbuh pusat-pusat kekuasaan. Dengan terjadinya pusat-pusat kekuasaan itu mulailah terjadi pertentangan antarunit kekuasaan itu, karena adanya persaingan satu unit dengan unit yang lain. Timbul permasalahan baru, siapa yang memiliki kekuasaan yang mengatasi unit-unit kekekuasaan yang ada. Dengan kata lain, siapa yang sesungguhnya memiliki kedaulatan.

Pada tahap ketiga, tahap yang disebut staat, permasalahan siapa yang memiliki kedaulatan terjawab sudah. Di dalam masyarakat itu telah ada kedaulatan. Telah ada kekuasaan tertinggi yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Tak ada lagi persaingan antar unit-unit kekuasaan. Dengan demikian terdapat tiga unsur dari unsur-unsur negara yang dikenal sekarang ini, yakni adanya kawasan yang ditempati masyarakat sebagai wilayah, adanya masyarakat yang anggota-anggotanya merupakan warga negara, dan adanya penguasa yang memiliki kedaulatan.

Pada tahap keempat, tahap democratische natie, ini terjadi karena masyarakat warga negara yang berada di bawah kendali penguasa di dalam staat merasa bahwa staat itu terjadi bukan karena kemauan masyarakat warga negara, melainkan karena kemauan yang dipaksakan oleh penguasa. Masyarakat warga negara dalam keadaan seperti itu merasa tertekan. Keadaan senasib yang dialaminya itu kemudian membentuk natie yang mendorongnya berjuang untuk mendirikan staat atau negara sendiri terlepas dari staat yang telah terbentuk. Dengan demikian, dalam tahap ini masyarakat warga negara telah memiliki kesadaran bernegara. Kesadaran akan pentingnya hidup bernegara guna melindungi kepentingan bersama. Negara yang dipimpin oleh masyarakat warga negara itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan.

Negara yang seperti tahap keempat itulah pada umumnya sebagai negara modern yang terbentuk setelah Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Negara yang dibentuk dengan kesadaran masyarakat (natie) pembentuknya akan pentingnya bernegara dan kesadaran akan pilihan bentuk negara sejalan dengan perkembangan ide atau cita bernegara yang terjadi saat itu. Cita bernegara yang dianggapnya lebih menyejahterakan masyarakat warganya dan yang memberikan kebebasan, dalam batas-batas tertentu, kepada penguasa yang memerintahnya untuk melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan. Cita bernegara yang demikian itulah yang dikenal dengan Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum, atau Negara Hukum yang Demokratis. 

Negara dalam perspektif di atas, menurut Satjipto Rahardjo dapat diartikan sebagai organisasi, sebagai masyarakat, sebagai wilayah atau, secara khusus, berarti sebagai lembaga. Dalam artinya sebagai organisasi, negara merupakan organisasi kekuasaan. Dalam artinya sebagai masyarakat atau wilayah, negara merupakan satu kesatuan politik. Dalam artinya yang demikian itu, arti negara merupakan lembaga yang menjamin kesatuan politis yang menata dan dengan demikian menguasai suatu masyarakat yang berdiam di suatu wilayah tertentu. 
Sistem hukum yang sangat berpengaruh di dunia adalah sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Demikian pula tentang teori negara hukum. Teori negara hukum di Eropa Kontinental disebut rechtsstaat dan teori negara hukum di Anglo Saxon disebut The Rule of Law. Dari kedua teori tersebut terdapat kesamaan pokok, yakni menuntut dipisahkannya kekuasaan-kekuasaan negara, yang secara khusus untuk kekuasaan kehakiman akan bermakna sebagai jaminan adanya kemandirian atau kemerdekaan sebagai karakter utamanya.

Negara hukum sebagai suatu istilah, merupakan terjemahan dari rechtsstaat atau The Rule of Law. Adalah teori yang secara historis bermula dari Yunani, ditulis oleh Plato dalam bukunya secara berturut-turut Politeia, Politicos dan Nomoi. Dengan Negara Hukum, Plato mengidealkan bahwa negara itu tidak diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan oleh penguasa yang menjalankan pemerintahannya dengan keadilan berdasarkan norma-norma yang tertulis. Ketika itu, penguasa adalah hamba-hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang. 

Gagasannya itu kemudian diteruskan oleh muridnya, Aristoteles, dengan bukunya Politica. Menurut Aristoteles, demokrasi itu, meski bukan alternatif yang terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh cerdik cendekiawan, namun adalah cara yang paling praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Terkait dengan hukum, Aristoteles berpendapat, bahwa hukum itu merupakan pembadanan dari akal yang terbebas dari nafsu. Dengan demikian, menurutnya, akal-lah yang memerintah. Bukan nafsu dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Namun demikian, hukum itu dapat  saja keras dan mengandung kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Untuk itu hukum harus dilunakkan dengan mendekatkan kepada keadilan melalui cara equity. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat umum pada kasus kongkrit yang bersifat khusus dengan menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut. Ketika itu hakim yang mengambil keputusan terhadap kasus itu menerapkan hukum seperti ia pada posisi pembuat hukum.

Ide negara hukum tersebut menghilang pada abad pertengahan (600-1400) dan muncul kembali pada abad ketujuhbelas dan terus berkembang sampai dengan abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh serta awal abad keduapuluhsatu sebagai jawaban atas permasalahan perlindungan hak-hak politik manusia dari penyelewengan negara yang dicarinya dari konsep-konsep Yunani-Romawi dengan menyesuaikan pada konteks yang ada pada waktu itu. Tokohnya adalah John Locke kelahiran Wrington tahun 1632 yang merespon pemerintahan absolut Inggris di bawah Raja Charles II dengan bukunya Two Treatises on Civil Government dan Montesquieu kelahiran Perancis tahun 1689 yang merespon absolutisme pemerintahan Perancis dengan teorinya yang terkenal dengan nama Trias Politica. Dari teori-teori tersebut pada abad kesembilanbelas dirumuskan secara yuridis oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dengan istilah rechtsstaat dan oleh ahli​-ahli hukum Anglo Saxon A.V. Dicey dengan istilah the rule of law.

Ide negara hukum, yang di dalamnya terdapat berbagai teori bernegara, berkembang sampai abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh tersebut di atas oleh para pakar disebutnya sebagai teori negara hukum formal yang bersifat pluralis liberal yang memberikan kekuasaan kepada negara sangat sedikit, sehingga disebut negara penjaga malam (nachtwacherstaat) yang juga disebut dengan teori negara hukum klasik.

Abad keduapuluh yang ditandai dengan munculnya negara-negara baru, majunya industri dan perdagangan, kesenjangan antara pemilik modal kuat dan lemah telah mendorong timbulnya tuntutan objektif kepada negara untuk dapat lebih berperan di dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat pertumbuhannya. Karena itu maka salah satu substansi teori negara hukum yang mengajarkan pembatasan-pembatasan pada pemerintahan negara dengan instrumen undang-undang untuk melindungi kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara atau masyarakat mulai bergeser menuju ke arah pembatasan-pembatasan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, teori negara hukum yang unsur utamanya asas legalitas itu masih tetap dipertahankan, namun peran pemerintah atau negara harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya melalui delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dan adanya freis ermessen yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah yang semula harus berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van het bestuur), secara berangsur-angsur menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtsmatigheid van het bestuur), dan akhirnya pemerintahan berdasarkan tujuan (doelmatigheid van het bestuur), yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar hal yang demikian itu, teori dalam konsep negara hukum abad keduapuluh disebut negara hukum kesejahteraan (welvaarstaat, welfare state, verzorgingsstaat).
Para pakar International Commission of Jurist dalam Kongres International di Bangkok tahun 1965 merumuskan unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya: (i) proteksi konstitusional, (ii) pengadilan yang bebas dan tidak memihak, (iii) pemilihan umum yang bebas, (iv) kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, (v) tugas oposisi, dan (vi) pendidikan kewarganegaraan.
Istilah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan “negara hukum”, di tempat kelahirannya, Eropa, disebut “Rechtstaat” dan juga “Gesetzestaat” untuk Jerman; di Inggris disebut “rule of law”. Istilah-istilah  tersebut memiliki latar belakang, pengertian dan implementasi secara spesifik berbeda. Teori Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) Hans Kelsen memberikan landasan teori bagi Rechtstaat di Jerman. Berdasarkan teori tersebut maka negara diartikan sebagai bangunan hukum dan hukum yang dimaksud adalah hukum positif, hukum dalam ajaran hukum umum (allgemeine Rechtslehre), bukan hukum dalam pengertiannya sebagai tatanan hukum yang spesifik. Lebih tegas lagi, pengertian negara hukum dalam istilah Gesetzestaat, disini pengertian hukum dipersempit menjadi undang-undang. Munculnya kedua istilah tersebut dilatar belakangi oleh adanya pemisahan antara negara hukum dalam pengertiannya sebagai organisasi hukum (legal organization) dan negara hukum sebagai struktur politik yang di dalam perkembangannya kedua pengertian tersebut perlu untuk saling melengkapi.
B. Unsur-Unsur dan Aspek-Aspek Negara

Secara umum kata unsur mengandung arti bagian-bagian yang akan membentuk satu kesatuan, sedangkan aspek mengandung arti segi pandangan yang mewarnai satu kesatuan yang sudah terbentuk. Dalam kontek pembahasan mengenai unsur dan aspek negara, di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur dan aspek-aspek negara secara singkat.

1. Unsur-Unsur Negara

Dalam unsur pembentuk negara ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat tambahan. Adapun unsur yang bersifat mutlak, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur tambahannya adalah pengakuan dari negara lain. Terkait dengan penjelasan unsur-unsur negara tersebut akan diuraikan secara singkat di bawah ini.
· Rakyat atau penduduk.
            
Rakyat adalah kumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan. Terlebih khusus lagi rakyat diartikan semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah negara yang sedang melakukan kunjungan wisata. Ada lagi sebutan warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ada tiga unsur dasar yang menentukan warga Negara, yaitu asas keturunan atau pertalian darah kewarganegaraan seseorang didasarkan oleh kewarganegaraan orang tuanya; asas kedaerahan atau territorial yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat ia dilahirkan meskipun orang tuanya berasal dari negara lain; dan asas kewarganegaraan, yaitu asas penentuan ini dapat dilakukan ketika seseorang yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara tertentu

· Wilayah.
            
Wilayah bagi suatu negara merupakan unsur yang mendasarkan dan mempunyai peran penting wilayah bagi suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyat dan tempat perintah menyelenggarakan negara; dan sebagai simbol kedaulatan dan integrasi kewilayahan. Sebuah wilayah negara meliputi daratan, lautan, udara dan daerah ekstrateritorial. Wilayah daratan ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain atau negara tetangga. Wilayah lautan di suatu negara dengan batas-batas tertentu yang disebut lautan territorial. Kemudian wilayah udara suatu negara berada di atas wilayah daratan dan lautan negara. Sedangkan wilayah ekstrateritorial berdasarkan hukum internasional.

· Pemerintah yang berdaulat.
            
Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam pengertian luas, yaitu gabungan seluruh alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara.
· Pengakuan dari negara lain.
 
Pengakuan sebuah negara terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa di atas wilayah tersebut diakui telah berdiri sebuah negara. Kemudian  pengakuan de jure yaitu pengakuan berdasarkan hukum.
2. Aspek-Aspek Negara
Menurut kodrat alam manusia dimana mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok.di dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hanya untuk sementara waktu.

Menurut ARISTOTELES [ 384-322 M ],seorang ahli fikir yunani kuno menyatakan dalam ajaranya,bahwa manusia itu adalah zoon politicon artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, jadi manusia itu butuh yang namanya bermasyarakat.

Pembahasan di atas telah di bahas bahwa suatu negara terbentuk melalui adanya rakyat dan wilayah, dimana wilayah itu terdiri dari penduduk dan bukan penduduk.

Siapa siapa yang menjadi warganegara dari suatu negara biasanya ditentukan dalam UU kewagaegaraan yaitu UU No. 62 tahun 1958.                                                                     

Dasar kewarganegaraan indonesia tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan:

  Yang menjadi warganegara ialah orang orang bangsa indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai wrga negara.

  Syarta syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang undang.
1.      Asas kewarganegaraan

Adapun asas kewarganegaraan yang mula mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara ialah:

1)      Asas keturunan atau ius sanguinis,dan

2)       Asas tempat kelahiran atau ius soli..

Asas keturunan atau ius sanguinis menetapkan kewarganegaraaan seseorang menurut pertalian darah keturunan dari yang bersangkutan. Sedangkan asas tempat kelahiran atau ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan disamping asas yang di atas,stelsel itu ialah: stelsel aktif dan stelsel pasif.

Menurut stesel aktif orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.

 Menurut stelsel pasif orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindaka hukum tertentu.

Berhubung dengan kedua stelsel itu harus kita bedakan :

a.       Hak opsi, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (stelsel aktif).

b.      Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa negara memakai asas ius soli sedang di negara lain berlaku asas ius sanguins. Hal itu menimbulkan dua kemungkinan:

1.      Apatride : adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

2.      Bipatride : adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewaranegaraan rangkap atau dwi kewargegaraan

Menurut UUD kewarganegaraan inonesia nomor 3 tahun 1946, bahwa yang menjadi warganegara indonesia ialah :

a.       Pendududk asli dalam daerah RI

b.      Istri seorang WNI

c.       Keturunan dari seorang dari seorang warga negara yang nikah dengan WNA.

d.      Anak yang lahir dalam RI yang orangtuanya tidak diakui dengan cara yang sah.

e.       Anak yang lahir dalam RI dan tidak diketahui siapa orang tuanya.

f.       Orang bukan penduduk asli telah bertempat tinggal diindonesia selama 5 tahun berturut-turut dan  berumur 21 tahun.

g.      Masuk menjadi warga negara dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi

    Pewarganegaraan atau naturalisasi

Dalam pewarganegaraan terdapat sarat-sarat yang harus dipenuhi oleh warga asing yang ingin menetap diindonesia sebagai WNI antara lain:

1)      Sudah berumur 21 tahun

2)      Lahir dalam wilayah RI, bertempat tinggal sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut.

3)      Apabila seorang laki-laki yang sudah nikah perlu mendapat persetujuan dari istrinya.

4)      Dapat berbahasa indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang sejarah bangsa indonesia.

5)      Harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

6)      Bersedia membayar kas negara sejumlah 500 rupiah sampai 10.000 rupiah bergantung pada penghasilan setiap bulan.

7)      Mempunyai mata pencaharian yang tetap

8)      Tidak mempunyai status kewarganegaraan lain.

Permohohonan pewarganegaraan dapat dilakukan dengan.

  Mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri atau perwakilan RI ditempat tinggal si pemohon.

  Permohonan harus ditulis dalam bahasa indonesia,serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti bukti tentang umur,persetujuan dari  istri,kecakapan bahasa dan lain lain.

       Pewarganegaran membawa akibat hukum bagi istri dan anak anak orang yang menjadi warganegara karena pewarganegaraan. Akibat akibatnya adalah:

a)      Seorang perempuan dari WNA yang nikah dengan WNI memperoleh kewarganegaraan RI. Pada umumnya kewarganegaraan RI tersebut yang diperoleh oleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya. Sebaliknya bila seorang suami kehilangan kewarganegaraan itu.

b)      Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum nikah, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan denga ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI.

c)      Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak anak nya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya,jika anak itu belum berumur 18 tahun dan belum nikah.

Pewarganegaraan atau naturalisasi bisa dikatakan ada yang biasa dan istimewa. Adapun pewarganegaraan istimewa ini diberikan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Dalam setiap pewarganegaraan atau naturalisasi seorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraanya di sebabkan oleh.

a.    Menikah dengan seorang WNA

b.    Putusnya pernikahan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara indonesia

c.    Anak dari orang tua yang kehilangan kewarganegaraanya.

d.   Memperoleh kewarganegaraan lain atas dasar kemauan sendiri.

e.    Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.

f.     Diakui oleh seorang wna sebagai anaknya.

g.    Diangkat anak secara sah oleh wna.

h.    Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan sewan menteri.

i.      Masuk dalam dinas asing tanpa izin dari menteri kehakiman RI.

j.      Mngangkat sumpah atau berjanji setia kepada negara asing.

k.    Turut serta dalam pemilu negara asing.

l.      Mempunyai paspor dari negara asing.

m.  Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginanya untuk tetap menjadi WNI.

Seorang warga negara tentunya mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya diantaranya:

1.    Kewajiban warga negara terhadap negaranya:

a.    Membela kemerdekaan negara.

b.    Membayar pajak.

c.    Perhatian kepada politik.

2.    Tanggung jawab dan kewajiban warga negara yaitu:

a.    Mejujung tinggi Hukum dan Pemerintah Negara.

b.    Patuh kepada UU, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum adat)

c.    Menjaga atau membela nama dan kehormatan Negara dan Bangsa

d.   Memberi sara dalam pemilu umum

e.    Datang menjadi saksi atas anggilan yang berwajib.

f.     Menuntut pelajaran /ilmu pengetahuan.

Hak- hak asasi yang dimiliki warga negara indonesia berdasarkan atas UUD 1945, UUDS 1950, dan UU dan peraturan lainya.

Hak asasi warga negara yang termuat dalam UUDS 1950:

  Hak dalam lapangan politik:

a.       Hak kebebasan berkumpul dan rapat

b.      Hak berdemonstrasi dan mogok

c.       Hak mengajukan pengaduan dan permohonan penguasa

d.      Hak untuk turut dalam pemerintah baik langsung maupun dengan perantara wakilnya

e.       Hak untuk turut serta dalam pertahanan negara

  Hak dalam ekonomi

a.       Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama

b.      Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum harus dengan ganti rugi

  hak dalam lapangan kebudayaan

a.       hak untuk mendapat pengajaran

b.      penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian ilmu pengetahuan

c.       penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat

  hak dalam lapangan sosial

  hak dalam lapangan hukum

  hak kemerdekaan perseorangan

  hak kemerdekaan rohani



Ada empat aspek negara yang diangggap penting untuk diketahui. Di bawah ini adalah aspek-aspek negara sebagai berikut:

· Negara

Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembentukan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukuman. Negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat  untuk suatu tujuan tertentu.

· Rezim

 

Rezim adalah pemerintah yang berkuasa, dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok  orang yang menguasai negara. Rezim lebih diartikan dengan prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara.

· Aparat Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Para birokrat merupakan aparatur negara yang dalam praktiknya memiliki kekuatan dan kemandirian sendiri.

· Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud sebagai dasar atau pedoman dalam mencapai sasaran. 
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